BAB IV
ANALISISPERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SITA MARITAL
ATASMASKAWIN PASCA PERCERAIAN

(Studi Penetapan Perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg)

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Sita Marital Atas Mas
Kawin Pasca Perceraian Pada Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg

Perkara sita marital adalah perkara yang bertupudgok melindungi
hak dari pihak suami atau istri terhadap harta aerkannya dari
kekhawatiran akan kerusakan atau kehilangan akibdiuatan hukum dari
salah satu pihak. Melalui perkara sita marital,bdpatelah diputuskan oleh
Pengadilan Agama, terhadap harta bersama dap&tukhla penyitaan. Sita
marital merupakan salah satu bentuk perkara sita.

Oleh karena lingkup harta yang disita dalam sitaitaleadalah harta
dalam perkawinan, maka seluruh harta yang diperdiglam dan selama
perkawinan dapat diajukan sebagai obyek sita nhaaf@abila terjadi
persengketaan yang dikhawatirkan dapat merusaknatghilangkan harta
bersama tersebut. Sedangkan harta bawaan istri s@i@ami sebelum
perkawinan tidaklah termasuk dalam harta bersanwuakie telah terjadi
kesepakatan atau perjanjian mengenai penyatuara hmvaan tersebut
sehingga layak dan dapat disebut sebagai hartarbars

Terkait dengan Penetapan Perkara Nomor 626/Pd08/RA.Rbg,

terdapat hal yang tidak biasa dimana mas kawin &malimasukkan ke dalam
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salah satu item obyek sita marital. Padahal jikalah dalam kajian konsep
harta bersama, mas kawin atau mahar bukan merudzdgian dari harta
bersama melainkan harta benda milik istri. Haltidek berlebihan karena
status mahar sendiri merupakan pemberian secasaetallsuami kepada istri
yang diberikan pada saat akad nikah sebagai ssangbernikahan yang mana
pemberiannya dapat dilakukan secara tunai ataupitangduhkan.

Pertimbangan yang dijadikan dasar Hakim untuk nagketn mas kawin

sebagai bagian dari obyek perkara sita marital dPark Nomor

626/Pdt.G/2008/PA.Rbg adalah sebagai berikut:

a. Bahwasanya ada kekhawatiran terjadinya pengaliataargharta bersama
yang masih ada karena adanya bukti telah berpitafefannya beberapa
harta bersama sebelum dan selama proses persidguggmtan cerai
berlangsung.

b. Status perkawinan dari pihak-pihak yang bersengikatey masih dalam
proses perceraian dengan adanya kasasi yang diapleh Termohon
dalam Perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg tertdn@da Agustus
2008.

c. Peraturan perundang-undangan Pasal 95 Kompilasurduklam (KHI)
dan peraturan perundang-undangan lain yang mengattang ketentuan
perkara sita marital.

Menurut penulis, dasar pertimbangan yang dijaddasar oleh Hakim

telah memiliki kesesuaian hukum dengan ketentuamaty@an perundang-

! Penulis sarikan berdasarkan Penetapan PerkaraM6@@4°dt.G/2008/PA.Rbg.
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undangan yang berlaku. Namun jika ditelaah lebimdatam, ada sedikit
kekeliruan landasan penilaian Hakim, yang menurnups, berpengaruh
besar dalam proses pengambilan putusan dalam pesaebut. Kekeliruan
penilaian Hakim yang dimaksud penulis adalah angigapasih adanya status
perkawinan karena dalam proses perceraian akibagapean kasasi oleh
Termohon dalam perkara ini. Padahal jika ditegpenarnya kasasi yang
diajukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketanpgaaturan perundang-
undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangargapemn kasasi
maksimal adalah 14 hari dari tanggal ditetapkanmysan banding.Pada
perkara ini, putusan banding diputuskan oleh Pdlagadlinggi Agama
tertanggal 6 Agustus 2008. Hal ini sebagaimandadi@n oleh Mahmudi,
yang menjadi Panitera dalam perkara Nomor 626/P20@8/PA.Rbg — dari
sejak gugatan, banding, hingga perkara sita margahg menyatakan
bahwasanya pada saat banding, Termohon diwakiti kieasa hukum dari
Termohor® Kehadiran kuasa hukum dari Termohon pada saat aeaah
putusan banding sudah merupakan wakil dari Termaimuk mendapatkan
pemberitahuan terkait dengan isi putusan bandingngBn demikian,
pemberitahuan tersebut secara tidak langsung ndikggikan bahwa putusan

banding telah diberitahukan kepada pihak Termohommelalui kuasa

2 Mengenai ketentuan batas maksimal pengajuan pemaohkasasi diatur dalam Pasal
46 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985. Hal ini sebagaimndikutip oleh Mukti ArtoPraktek Perkara
Perdata Pada Pengadilan Agaméogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, him. 292.

® Wawancara dengan Mahmudi, Panitera PA Rembangg#hi Nopember 2009.
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hukumnya — pada waktu putusan tersebut ditetapyami pada tanggal 6
Agustus 2008.

Berdasarkan ketentuan mengenai batas waktu perataftanaka
seharusnya kasasi Termohon harus didaftarkan da#éas waktu maksimal
tertanggal 20 Agustus 2008. Namun pada kenyataakagasi yang diajukan
oleh Termohon tertanggal 27 Agustus 2008. Oleh naargu, seharusnya
secara hukum kasasi yang diajukan oleh Termohoahsutklampaui batas
waktu maksimal permohonan kasasi sehingga secanaats kasasi tersebut
harus batal demi hukum. Dengan demikian — akib&dliyga kasasi karena
melampaui batas waktu maksimal — maka yang beralalah hasil putusan
banding yaitu hubungan perkawinan antara PemohanTéamohon dalam
Perkara Sita Marital Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbdgsuberakhir.

Salah satu konsekuensi dari berakhirnya hubungakap&éan —
terkait dengan perkara ini — dalam hukum Islam @adg@emenuhan hak mas
kawin (mahar) yang belum dibayar oleh pihak su@alam ketentuan hukum
Islam, mahar yang ditangguhkamghar musammaharus dibayarkan haknya
saat terjadinya perceraian. Oleh karena dalam kasupgerceraian terjadi
setelah adanya hubungan suami-igied’'da dukhu) maka pihak suami harus
membayar seluruh sisa mahar yang ditangguhkan.

Berdasarkan penjelasan mengenai status kasasi areeKkuensinya,
maka dapat diketahui bahwasanya mas kawin yangndgsalahkan dalam
perkara sita marital ini memiliki status sebagaitdnastri yang dihutang oleh

suami. Akan tetapi kualitas hutang tersebut tidakad disamakan dengan
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status hutang pada umumnya. Hal ini tidak lain kargang dihutang adalah

mahar yang pada dasarnya menjadi salah satu Sgdmaya perkawinan. Jadi

apabila hutang mahar tersebut tidak (segera) dillatau bahkan tidak lunas,

maka akan dapat berdampak pada hukum perkawinantgéah dijalin oleh

Pemohon dan Termohon dalam perkara sita marital ini

Oleh karena sebab-sebab di atas, maka menurut hpematlis,

masalah mas kawin yang masih terhutang idealnyk tiimasukkan dalam

perkara sita marital. Alasan-alasan yang penulisagan adalah sebagai

berikut;

1. Status perkawinan yang telah cerai karena ketedtanbpermohonan

2.

kasasi sehingga status hukum yang berlaku adalaisgrubanding. Oleh
karena status perkawinan telah bubar, maka sudapakaya dilakukan
penyerahan mas kawin yang terhutang oleh suamidikesdri. Apabila
dijadikan sebagai obyek sita marital, maka mas kaaisebut tidak akan
langsung diserahkan kepada istri dan masih harusumggu kepastian
putusan kasasi. Padahal sangat jelas sekali bahsasikyang diajukan
oleh pihak suami seharusnya batal demi hukum dkak fperlu ditunggu
prosesnya karena keterlambatan pendaftaran daas bedktu maksimal
untuk pendaftaran permohonan kasasi seperti ketlerdalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Status hukum dari penetapan sita marital hanya rmgyayn sehingga tidak

perlu adanya pernyataan sah dan berharga. Konsakdan ketiadaan
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pernyataan sah dan berharga tersebut, maka mas kawg terhutang
dalam perkara sita marital tidak dapat langsunerdiskan.

Menurut penulis, idealnya permasalahan mas kawirg yt@rhutang
tersebut harusnya berdiri sendiri dan tidak menedjian dari sita marital.
Hal ini karena menyangkut urgensi dari mahar indgé Dengan adanya sita
marital, maka mas kawin tersebut tidak akan langsliterima oleh pihak istri
dan masih dalam status harta yang menjadi simpatsansitaan Pengadilan
Agama. Padahal menurut hukum Islam, mas kawin heegegera mungkin
diserahkan setelah adanya status perceraian. $Stelagtatus mas kawin yang
dihutang dapat dijadikan alasan untuk diajukan rdalperkara sita
konservatori karena salah satu perkara sengketg giesdang dalam sita
konservatoir adalah konservatoir barang tetap ndibitur. Jadi Pemohon
dalam hal ini adalah debitur, mas kawin adalah rigar@tap debitur yang
dihutang oleh kreditur, dan Termohon adalah krealta.

Jadi berdasarkan telaah di atas, maka dapat diketsthwasanya
kesalahan mendasar yang menyebabkan masuknya miasdaam perkara
sita marital adalah sebagai berikut:

1. Keinginan dari Pemohon untuk mendaftarkan perkaal®yam obyek sita
marital.
2. Kekurangjelian Hakim dalam memeriksa berkas pemgeapermohonan.

Seharusnya dua kesalahan mendasar di atas dafzi ¢llkla Hakim
jeli dalam melihat, memperhatikan, dan kemudian pemtimbangkan berkas

pengajuan permohonan, khususnya terkait dengaanalRemohon. Apabila
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Hakim lebih jeli, bisa jadi perkara tersebut tidakan dijadikan dalam satu
perkara antara mas kawin dengan harta bersamaakteta terlebih dahulu
mengetahui tentang status perkawinan antara Penuarmomermohon melalui
telaah atas keterlambatan pengajuan kasasi.

Menurut penulis, permasalahan sengketa mas kaeatnga masuk ke
dalam perkara sita konservatoir. Alasan utama diki@nnya masalah mas
kawin ke dalam sita konservatoir karena dua haitama urgensi mas kawin
dalam menjaga keabsahan perkawinan menurut hukiam dan ketentuan
peraturan perundang-undangaedug hak kepemilikan dari harta berupa
mas kawin yang secara hukum adalah hak milik Pemghag dihutang dan
dalam kekuasaan Termohon. Dengan demikian, sudayakaya harta benda
tersebut menjadi obyek sita jaminan sehingga potyserkara ini akan
dinyatakan sah dan berharga.

Adanya status sah dan berharga, maka mas kawindaieat sesegera
mungkin untuk mendapatkan dan kemudian dilakukas harta mas kawin
tersebut titel eksekutorial yang akan mengubah jsi@inan menjadi sita
eksekutof Dengan demikian, pasca adanya putusan mengeaajasiinan
maka harta benda berupa mas kawin yang secara hoanjadi hak milik
istri akan dapat segera diserahkan kepada istagselpemenuhan hukum
kepada pihak istri atas harta yang memang sehauseyjadi hak miliknya.

Sedangkan mengenai harta bersama yang disengketaisim dapat dijadikan

* Terkait dengan pernyataan berharga dan sah dalémsanm sita jaminan dapat dibaca
dalam Sudikno MHukum Acara Perdata Indonesi#ogyakarta: Liberty, 1988, him. 64.
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sebagai obyek sita marital karena status dari femntsama masih terdapat hak
kepemilikan bersama antara suami dan istri.

Jadi pada dasarnya, pertimbangan yang digunakanmHadilam
perkara sita marital pada Perkara Nomor 626/Pdd@/PA.Rbg, khususnya
yang berhubungan dengan mas kawin sebagai obyeketankurang sesuai
akibat kekurangjelian Hakim dalam memeriksa benyxakara permohonan
sita marital yang diajukan oleh Pemohon. Kekurdiagje yang penulis
maksud adalah kurang jelinya Hakim dalam memeriksmgal pengajuan
kasasi yang telah terlambat dari ketentuan pemtperundang-undangan
yang menyebabkan masih dipakainya status perkawiresih dalam proses
perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Adanya status perkawinan yang dalam proses peacerarsebut
mempengaruhi penilaian Hakim terhadap permohonamoRen sehingga
tetap memasukkan masalah mas kawin dalam obyelangedita marital.
Padahal jika Hakim lebih jeli, maka bisa jadi tid#tan memasukkan masalah
mas kawin ke dalam perkara sita marital melainkardii sendiri sebagai
obyek perkara sita yang lainnya, khususnya sitanjam

Untuk lebih jelasnya, proses analisis akan pendlikung dengan

skema analisis berikut ini:
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Kasasi Terlambat

A

Cerai dengan dasar Status Perkawinan
putusan bandir

Mas kawin sebagai Hak milik istri yang
harta benda istri R dikuasai atau di
yang dihutang ”1 bawah kekuasaan
suami suami
A
Sita Jaminan
A

Adanya pernyataan
sah dan berharga

A
Titel eksekutorial

Urgensi mas kawin
dalam status keabsahah
hukum perkawinan

Eksekusi terhadap dalam hukum Islam
mas kawin dan ketentuan
peraturan perundang-
undangan

A

A 4

Sumber: dikembangkan oleh penulis, 2009

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Nomor
626/Pdt.G/2008/PA.Rbg
Islam merupakan agama yang fleksibel, maksudnydaladaaran-
ajaran Islam dapat berkembang dan ataupun dikerkbangesuai dengan
perkembangan zaman. Bahkan substansi hukum punt dapgah dengan
adanya fleksibilitas nilai ajaran Islam. Hal inipseti dijelaskan dalam salah

satu kaidah hukum dalam Islam sebagai berikut:
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OL¥I sy a5

“Ketentuan-ketentuan dapat berubah dengan beryaataman®
Kaidah di atas tidak dapat dilepaskan dari firmdaA SWT yang
menjelaskan tentang turunnya Islam bukanlah untaknpersulit kehidupan

manusia sebagaimana tersebut dalam surat al-Hajj/&berikut ini:

o e o 3K s U

Artinya : “Dan tidaklah Allah jadikan bagimu agamauatu
kesulitan” (Q.S. al-Hajj: 78)

Maksud dari firman di atas adalah bahwasanya afaitenan yang
terkandung dalam ajaran agama Islam bukan merupgt@mgekang
kehidupan manusia selama masih dalam konteks laba8elain itu, makna
yang terkandung dalam firman di atas secara tidagdung adalah kesiapan
Islam dalam menyambut perkembangan dan perubalnanzgang salah satu
efeknya adalah dapat menimbulkan dampak kesulitalanmd kehidupan
manusia. Oleh sebab itulah, umat Islam diperkemankatuk melakukan

pemikiran yang mendalanitihad)’ untuk menemukan ketentuan hukum yang

® Wahbah az-Zuhailikonsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding é@ngukum
Positif, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Habiasan dari judul asli Nazhariyah al-
dharurah al-Syar’iyah Mugaranah Ma’a al-Qanun aldWaJakarta: Gaya Media Pratama, 1997,
him. 51.

® Al-Qur'an dan Terjemahnyalakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/iteslafs
Quran, 1971, him. 523.

” Mengenai pengertian dan batasan ruang lingkumadtidapat dilihat lebih jelas dalam
M. Idris Ramilyo, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkenmyand<edudukan
Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indone3&karta: Sinar Grafika, 2004, him. 100-118.
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belum ada dan ataupun tidak secara jelas tersalarhdl-Qur'an maupun al-
Hadits.

Kebolehan untuk berijtihad tersebut juga seringkiigjunakan oleh
Majelis Hakim dalam menyelesaikan permasalahamgklingan Pengadilan
Agama. ljtihad dilakukan manakala tidak diketemukamber hukum ataupun
tidak adanya penjelasan yang jelas dengan perrhasalgang sedang
dihadapi. Pada perkembangan Pengadilan Agama aiésth, sumber hukum
yang sering digunakan adalah al-Qur’an, al-Hadiem} Kompilasi Hukum
Islam. Apabila dalam ketiga sumber hukum tersehddkt diketemukan
kejelasan hukum suatu perkara, maka kemudian Majelkim akan berupaya
untuk menemukan hukum perkara tersebut dengan ijilsed. Namun jika
telah ada sumber hukum yang berhubungan dengararpegiang sedang
dalam proses penyelesaian, maka Majelis Hakim foatku melakukan ijtihad
melainkan tinggal membandingkan perkara dengan surhbkum, untuk
kemudian menentukan status hukum perkara tersebuaisdengan ketentuan
yang telah mengaturnya. Jadi pada dasarnya, Islagas menghargai hukum
dengan mendahulukan pijakan pada sumber hukum yelayp ada dan
menjadikan ijtihad sebagai alternatif jika tidakednukan pijakan hukum yang
menjadi sumber penentuan status hukum suatu perkara

Terkait dengan Penetapan Perkara Nomor 626/Pd08/RA.Rbg,
terdapat beberapa masalah yang berhubungan demgjansamber hukum
sebagai bahan pertimbangan dengan penjelasan sbbegat:

1. Status perkawinan
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Sumber hukum yang digunakan dalam memperjelasssiaukawinan

adalah:

a. Putusan Cerai yang diputuskan oleh Majelis Hakimmgadilan
Rembang dengan Putusan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rada
tanggal 22 April 2008

b. Putusan Banding terhadap banding yang diajukan Béeimohon atas
putusan cerai yang diputuskan oleh Majelis Hakimgadilan Tingkat
Banding pada tanggal 6 Agustus 2008 yang tetap.

c. Pengajuan Kasasi oleh Termohon terhadap putusadingampada
tanggal 27 Agustus 2008.

2. Status mahar

Sumber hukum yang menjadi arsip tentang status maamtzdah Kompilasi

Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 33 ayat (2) yaremyebutkan:

(2) Apabila calon mempelai menyetujui, penyerahaahan boleh
ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sahafylahar yang
be_lum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang cat@mpelai
pria.

Pada perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg, mahaig ydiberikan

kepada pihak isteri adalah rumah yang masih bedatken penguasaan

nama suami. Oleh sebab itu, maka status mahar daddkara ini adalah
mahar terhutang dari suami kepada istrinya.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikebadhwasanya

sumber hukum dalam perkara ini sudah jelas, khysutrkait dengan status

perkawinan dan status mahar. Sebagaimana telatbuthse di atas,
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bahwasanya apabila telah ada kejelasan sumber hukaka Majelis Hakim
hanya perlu menelaah perkara terkait dengan sumixemnya.

Jika mengacu pada konsep penyelesaian perkara, laraddeah yang
pertama kali harus dilakukan oleh Majelis Hakim ladamemeriksa tentang
seluruh arsip dalam perkdtaMaksudnya adalah memeriksa tentang
keabsahan arsip tersebut. Dengan demikian sebelelangkah pada tahap
yang lebih lanjut akan diketahui terlebih dahuliatkgahan arsip sumber
hukum sehingga tidak akan menimbulkan suatu keaokgrada tahap
berikutnya atau pada saat setelah keluarnya sudiiggn atau penetapan dari
Majelis Hakim.

Menurut penulis, pada penyelesaian perkara Nomor
626/Pdt.G/2008/PA.Rbg Majelis kurang begitu memagkan keabsahan
arsip, khususnya terkait dengan arsip yang dapajagiesumber penjelasan
tentang status perkawinan antara Pemohon dengamofien. Idealnya
dengan pemeriksaan yang jeli, Majelis Hakim akamgetahui bahwasanya
kasasi yang diajukan oleh Termohon ilegal karehahtenelampaui batas
waktu maksimal pendaftaran kasasi, seperti yardp teénulis jelaskan dalam
analisa pada item A bab ini. Akibat dari tindakankim tersebut telah
mempengaruhi jenis perkara dalam penyelesaian sengias kawin (mahar).

Apabila Majelis Hakim mengetahui bahwasanya kagasg diajukan
adalah ilegal sehingga cacat hukum, maka Majeligirflaentunya akan

mempertimbangkan kembali untuk tetap memasukkaralatasnas kawin ke

8 Mengenai prosedur pemeriksaan perkara perdatendadiing dapat dilihat dalam Mukti
Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agaagyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, him.
83-86.
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dalam perkara sita marital karena urgensi dari kaagin terhutang setelah
adanya perceraian. Dengan demikian, keputusan ryamg diambil juga akan
memenuhi aspek kemaslahatan bagi pihak yang bemserterutama pihak
yang dianggap dirugikan sehingga mengajukan permayho

Aspek kemaslahatan menjadi sangat penting kargnantalari proses
Pengadilan adalah untuk menghasilkan hukum yandilsadilnya sehingga
akan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pihamakslahatn yang
dimaksud dan dituju dalam perkara Nomor 626/Pd0G3ZPA.Rbg adalah
untuk Pemohon atau pihak istri. Hal ini didasark#as tindakan hukum dari
Termohon (suami) yang tanpa seizin dan sepengetahBamohon
mengalihtangankan harta bersama yang secara huttalmhamilik bersama
serta urgensi mas kawin terutama pasca percer8eain dasar tersebut,
kondisi yang dialami oleh Pemohon (istri) adalaindisi darurat yang dalam
tinjauan Islam disebut sebagdiHajiyat, yakni keadaan yang membutuhkan
sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menghindagnkgitan dan menolak
kesulitan®

Meski telah diputus melalui Penetapan yang meme@mgihak
Pemohon, kekuatan hukum eksekusi yang tidak dimil#tam perkara sita
marital membuat kondisi Pemohon tetap dalam keadadn. Berbeda
manakala perkara tentang mas kawin tersebut dirkasuttalam perkara sita

conservatoir Mas kawin yang idealnya menjadi hak milik Pemohen

® Wahbah az-ZuhailiKonsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding @engukum
Positif, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Habidsan dari judul asli Nazhariyah al-
dharurah al-Syar’iyah Mugaranah Ma'a al-Qanun adWaJakarta: Gaya Media Pratama, 1997,
him. 51-53.
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meskipun tanpa perceraian — akan dengan segerat d@pdiki dan
dimanfaatkan oleh Pemohon. Dengan demikian Pemakan mendapatkan
kemaslahatan yang menjadi haknya. Jadi, secaraatkaidikum Islam,
Penetapan yang dikeluarkan Majelis Hakim terkaikge sita atas mas kawin
(mahar), menurut penulis, kurang sesuai dengarakamikum Islam berikut
ini,

é\-ﬁl‘ g_,.l:— le.f« (.,\.E.A o lal @J

“Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didalarublari pada
mengambil kemaslahatan”

Akan tetapi, meski kurang sesuai dengan kaidah rhukslam,
Penetapan tersebut masih dapat diberlakukan kaesl@mya ketentuan
bahwasanya hasil hukum, baik Penetapan maupun&Putaemiliki legalitas
dan kekuatan hukum yang sah menurut negara. Hilanmena Islam sendiri
sangat menghargai ketentuan hukum suatu negargasetama erintah Allah
kepada umat Islam untuk taat kepada Allah, kepadaliNya dan kepada
penguasa negara. Dengan demikian, secara tidakuaggbentuk ketaatan
kepada penguasa negara sebagaimana diperintahakah aetap melegalkan
Penetapan tersebut meskipun di dalamnya terdapatdtegsesuaian dengan

kaidah hukum Islam.



